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ABSTRAK

Elviana Elyas K (B11106145) Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan
Karotosan Menurut hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten
Mamasa. Penulisan skripsi ini dibimbing cleh Ibu Sri Susyanti Nur,
sebagai pembimbing | dan Bapak Kahar Lahae, sebagai pembimbing
Il. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dari sistem
kewarisan karotosan menurut hukum adat di Kecamatan Nosu
Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui perlindungan hukum
yang diberikan bagi setiap ahli waris dari sistem kewarisan
karotosan menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten
Mamasa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa
yang dikhususkan pada Kelurahan Nosu dan Desa mesewe. Metode
penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui
penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field
Research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner,
sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-
undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang erat hubungannya
dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh baik primer maupun
sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) Sistem kewarisan karofosan adalah sistem kewarisan yang didasarkan
pada pengorbanan berupa pemotongan hewan yang dilakukan pada saat
pesta kematian pewaris. Yang berhak untuk menjadi ahli waris dari harta
peninggalan pewaris adalah yang melakukan pengorbanan pada saat
pesta kematian pewaris. Besar kecilnya harta warisan yang akan diterima
tergantung pada jumlah hewan yang dikorbankan pada saat pesta
kematian pewaris, semakin banyak pengorbanannya maka semakin besar
pula harta yang akan diterima.Lahirnya sistem kewarisan ini dipengaruhi
oleh adanya kepercayaan masyarakat akan agama aluk fodolo dan strata
sosial dari masyarakat di Kecamatan Mosu. Namun, kini telah terjadi
pergeseran dalam sistem kewarisan dibeberapa desa termasuk Kelurahan
Nosu walaupun masih ada satu desa yaitu Desa Mesewe yang sebagian
besar penduduknya masih menganut agama aluk todolo dan masih
sangat menjunjung serta memelihara sistem kewarisan ini (2)
Perlindungan hukum bagi seseorang yang tidak mendapatkan haknya
karena berlakunya sistem kewarisan karotosan sama sekali tidak ada.
Perindungan yang diberikan hanya berupa upaya perdamaian bila ada
masyarakat yang konfik.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah telah berusaha meningkatkan
pembangunan di bidang hukum. Indonesia adalah Negara yang
berdasarkan hukum. Segala kegiatan yang dilaksanakan harus
diselesaikan melalui jalur hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan
yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan
rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial
Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dar pengukuran baik tentang
tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.’

Pada masyarakat-masyarakat dengan kebudayaan dan struktur
sosial yang sederhana, maka hukum timbul sejalan dengan pengalaman
warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Dalam hukum juga
dikenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat dan tetap terpelihara sebagai sualu
kaidah hukum.

Kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar beriaku
jarang terjadi konflik, oleh karena adanya proses pengendalian sosial
yang langsung dari masyarakat. Pemimpin-pemimpin masyarakat

sederhana biasanya mengesahkan hukum yang memang sudah ada

' R.abdoel Djamali, 2005, Pengantar Hukum [ndonesta, PT RajaGrafindo
Persada Jakarta, him. 2.
1



akar-akarnya dalam kesadaran hukum para warga masyarakat. Hukum
l=nih banyax berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial.®
Untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat masa ini dan masa
yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat adil dan
makmur maka diperlukan adanya konsepsi-konsepsi yang berasal dari
hukum tertulis seperti asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.
Salah satu aspek dar unsur hukum adat guna pembinaan hukum
kewarisan nasional adalah hukum kewarisan adat.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, namun tidak selalu
hukum adat menjadi hukum yang sebanding atau adil (walaupun
masalah keadilan juga merupakan persoalan yang dapat dilihat dari
pelbagai sudut kesebandingan). Akan tetapi masalah keadilan tersebut
dapat pula dikembalikan pada pihak-pihak tertentu, misalnya apa yang
dianggap adil oleh masyarakat, belum tentu dianggap adil oleh warga;
Apa yang dianggap adil oleh lingkungan sosial, belum tentu dianggap
adil oleh pemimpin masyarakat.® Seperti pembagian warisan menurut
hukum adat yang diberlakukan di Kecamatan Nosu Kabupaten
Mamasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah tanah air Indonesia
didiami oleh berbagai suku dan diatasnya pun diatur oleh hukum adat
yang berbeda-beda. Van Vollenhoven dalam bukunya “Adatrecht 1"

menyebut bahwa,

? Soerjono scekanio, 2003, Hukum Adal indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta,

him. 321.

A 1bid., hal. 339-340.



suatu daersh di calam daerah mana garis-garis besar, corak dan
sifarnya hukum adat yang berlaku seragam “rechtskring”, yang kalau
disalin dalam bahasa Indonesia menjadi lingkaran hukum atau
lingkungan hukum dimana seluruh daerah Indonesia terdiri dari 19
lingkaran hukum adat antara lain daerah hukum yang kesepuluh
daerah Toraja.*

Daerah Mamasa termasuk dalam suku Toraja, namun dalam satu
dan lain hal mempunyal perbedaan-perbedaan termasuk dalam hal
pembagian warisan, Dalam hukum adat kewarisan di Kecamatan Nosu
Kabupaten Mamasa, pembagian warnsannya didasarkan pada dua hal .
1. situranni yaitu pembagian warisan berdasarkan keturunan
2 karotosan yaitu pembagian warisan berdasarkan pengorbanan

Pada dasarnya para ahli waris mempunyai hak yang sama atas
harta warisan prinsip (situranni) tetapi besar kecil warisan yang diterima
oleh masing-masing ahli waris ditentukan oleh pengorbanan ahli waris
pada saat pesta kematian pewaris prinsip (karotosan). Dengan demikian
dapat dilihat adanya ketidakseimbangan dalam sistem pembagian harta
warisan yang melahirkan ketidakadilan. Para ahli waris yang fidak
memberikan pengorbanan (pemotongan kerbau) atau pun yang
memberikan pengorbanan (pemotongan kerbau) dalam jumiah yang
kecil, tidak mendapatkan hak yang sama dengan para ahli waris yang
memberikan pengorbanan (pemoctongan kerbau) dalam jumiah yang

besar.

4 Surcjo Wignjodipuro, 1873, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni,
Bandung, him. 84-85.



Pengorbanan (pemotongan kerbau) pada saat pewaris meninggal
dunia adalah merupakan kewajiban bagi setiap turunan dari yang
meninggal dunia, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka
mereka dianggap tidak dapat membalas budi orang tuanya. Oleh sebab
itu pesta kematian yang didalamnya diadakan pengorbanan
(pemotongan  kerbau) dianggap sangat penting dan sangat
mempengaruhi pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris di
Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa. Walaupun besar kecilnya
pembagian warisan didasarkan pada pengorbanan  (pemotongan
kerbau) masing-masing ahli waris pada saat pesia kematian pewarls,
namun dengan tetap memperhitungkan rasa kekeluargaan, maka
seorang ahli waris yang tidak mengorbankan sesuatu karena tidak
mampu, la sebagai ahli waris biasanya tetap menerima bagian warisan
sebagal haknya walaupun jumiahnya lebih kecil dibanding ahll wans
lainnya yang memberi pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris
dan hal itu dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari pihak keluarga
dan adanya rasa kasihan dari pihak keluarga yang mendapatkan harta
warisan karena pengorbanan.

Permasalahan inilah yang penulis hendak kaji yaitu adanya
ketidakseimbangan dalam pembagian warisan dimana para ahli waris
mendapatkan pembagian harta warisan yang berbeda-beda jumlahnya
karena ditentukan oleh aturan-aturan hukum adat yang mengikat di

daerah tersebut yaitu pembagian warisan yang didasarkan atas
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pengorbanan (pematongan kerbau), Oleh sebab itu penulis mengangkat

judul Tinjavan Yuridis Sistem Kewarisan Karotosan Menurut

Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang penulis kemukakan diatas, maka
beberapa macam permasalahan yang penulis dapatkan dari sistem
kewarisan karofosan menurut hukum adat di Kecamatan MNosu
Kabupaten Mamasa, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut hukum adat dengan
menggunakan prinsip karofosan di Kecamatan Nosu Kabupaten
Mamasa?

2 Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sistem
kewarisan Karolosan menurut hukum adat di Kecamatan Nosu

Kabupaten Mamasa?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui sistem sistem kewarisan menurut hukum
adat dengan menggunakan prinsip karofosan di Kecamatan
Nosu Kabupaten Mamasa.
b} Untuk mengetahui perindungan hukum bagi ahli waris dalam
sistem kewarigan karotosan menurut hukum adat di

Kecamatan Mosu Kabupaten Mamasa.,



2. Kegunaan Penelitian

a)

b)

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber
informasi. dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan
akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah
iimu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang
hukum adat pada khususnya.

Diharaphan dapat memberkan informasi kepada masyarakat
tentang prinsip karotosan dalam sistem kewansan menurut

hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dan hukum perdata
sacara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum
kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup
kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami
peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dalam sistematika hukum,
waris diatur dalam buku IV tentang waris dan dalam sistematika Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, waris diatur dalam buku 11 tentang
benda. Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi "segala
peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris
karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”.®

Hukum waris terkadang sulit untuk diperbaharui dengan jalan
perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suaty unifikasi
hukum. Hal itu dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama,
sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat oleh karena di beberapa daerah
mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum adat di

daerah masing-masing.

5 Ahdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 266-267.

7



Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil
alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia dengan
pengertian bahwa dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya
akan menguraikan tentang waris tapi juga tentang adat. Hukum adat itu
sendiri yang merupakan bagian dari adat istiadat dan menjadi konkritisi
daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat
dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.”

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum
warls adat karena sebagian besar dan kepentingan-kepentingan yang
diperjuangkan dalam hukum waris adat berdirl ditengah-tengah
pengetahuan hukum. Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri dari
hukum waris adat.”

1. Prof. Scepomo, mengemukakan bahwa |
Hukum adat waris adalah Hukum adat waris memuat peraturan-
peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan
barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari
angkatan manusia kepada turunannya.

2. Ter Haar, mengemukakan bahwa :
Hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan
peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat

mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan

¥ sperono seoskants, Op.cit, him, 338.
T Surejo Wignjedipuro, Op.cit., him. 151,



dan pengoperan kekayaan materil dan immatenal dar suatu
generasi kepada generasi berikutnya.

3. Surojo Wignjodipuro, S.H., mengemukakan bahwa :
Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan
harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang
manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada
keturunannya.

Hukum adat waris mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri
dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dimana masing-masing
suku memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadatnya termasuk dalam
pembagian warisan, Inilah yang membedakannya dengan pembagian
warisan menurut hukum waris Isiam maupun hukum waris barat.

Hukum waris adat juga memuat peraturan-peraturan yang
mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta
benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaleriele
goederen) dar suatu generasi manusia (generatie ) kepada turunannya.
Proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup dan proses
tersebut tidak menjadi “akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia.
Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi

proses itu. Akan tetapi, sesungguhnya tidak mempengaruhi secara



radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan

benda tersebut.®
B. Sifat Hukum Waris Adat

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan hukum
warie lslam atau hukum waris barat seperti dimuat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) maka akan tampak
perbedaan—perbedaannya baik dalam hal harta warisan maupun dalam
cara-cara pembagiannya.

Hukum waris yang diatur dalam Burgeriijk Wetboek mengenal hak
tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. 5Segala
barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang
dapat dinilai dengan sejumiah uang yang tertentu banyaknya dan yang
tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilimu
berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris
(erfiater). Bahkan, jika memungkinkan pembagian harta peninggalan
akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan tetapi, jika
pembagian itu tidak dapat dijalankan, maka pembagiannya akan berlaku
seperti membagi sejumiah uang, yang akan diterima apabila barang-
barang harta peninggalan itu dijual.” Sedangkan menurut hukum adat

waris segala harta peninggalan tidak merupakan kesatuan yang dapat

® R.Soepomo, 2007, Bab-bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha,
Jakarta.him. 84.
Ibid_ him. 83,
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dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau
dapat terbagi menurut jenis dan macamnya dan kepentingan ahli
warisnya. Dalam hal ini, Pembagian harta warisan dalam hukum adat
waris tidak dipaksakan untuk dibagi antara para ahliwaris karena dalam
hukum adat waris pembagiannya tidak diatur oleh ketentuan Undang-
Undang.

Harta warisan adat ada yang fidak boleh dijual dimana harta
warisan adat terdifi atas harta yang tidak dapat dibagi-bagikan
penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris namun adapula
yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama
para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapl ia
dapat dipakai dan dinikmati."® Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066

KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi :

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan
diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam
keadaan tidak terbagi *

Pada Hukum waris adat tidak mengenal adanya asas “legifime
portie” atau bagian mutlak karena para waris telah ditentukan hak-hak
waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam

Pasal 913 KUHPerdata yaitu :

*Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus
menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak

% ilman Hadikusuma, 2003, Mukwum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 8-10.
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diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang
masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Pada Hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi waris untuk
sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli
waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066
KLU HPerdata yang berbunyi :

" Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan
untuk melakukannya"

Akan tetapi jika ahli waris mempunyai kebutuhan atau
kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat
saja mengajukannya permintaannya untuk dapat menggunakan harta
warisan dengan cara bermusyawarah atau bermufakat dengan para ahli
waris lainnya. ™

Hal lain yang juga membedakan hukum waris adat dengan hukum
lslam yakni, dalam hukum waris |slam ahliwaris sewaktu-waktu dapat
menuntut  peninggalan harta warisan karena bagian-bagian para ahli
waris telah ditentukan dan pembagiannya menurut ketentuan tersebut,
sedangkan dalam hukum waris adat harta peninggalan dapat bersifat
tidak dapat dibagi-bagi dan proses pelaksanaan pembagiannnya
berjalan secara rukun dengan tetap memperhatikan keadaan khusus

dari tiap-tiap ahli waris.

" Ibid.,him. 10,
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C. Unsur — Unsur Hukum Waris Adat

1. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang-
orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan
berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban
tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia, hak waris itu
didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat
wasiat yang diatur dalam undang-undang.'

Anak-anak yang berhak atas warisan kedua orang tuanya
adalah suatu tanda daripada susunan kesanak-saudaraan yang
berdasarkan sistem keturunan Ilbu-Bapa, susunan yang
berdasarkan atas susunan suku bersegl dua (Dayak dan Toraja),
maupun susunan yang terjadi sebagai akibat terpecahnya susunan
kerabat menjadi ikatan-ikatan keluarga.™

Anak-anak pewaris dalam hukum adat merupakan golongan
ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya
merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota
keluarga lain tidak menjadi ahli waris, apabila sipeninggal
meninggalkan anak-anak. Jadi, dengan adanya anak-anak maka
kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan

menjadi tertutup. Namun, aturan ini menjadi berbeda dikarenakan

" ahdulkadir Muhammad, Op.cfl., him. 282.
") Ter Haar Bzn, 2001 , Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adal, Pradnya
Paramitha, Jakarta, him. 215.
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hubungan kekeluargaan dl beberapa lingkungan hukum adat
diterobos oleh ikatan hubungan kekeluargaan yang bersifat

susunan unilateral dikalangan kerabat-kerabat.'*

2. Pewaris
Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal
dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan
sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta
kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya pada orang
yang masih hidup, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat

wasiat."®
Pada sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah
segrang yang meninggal dumia dengan meninggalkan sejumiah
harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan
maupun harta pusaka, Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah
unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Apabila
unsur harta kekayaan itu tidak ada, artinya orang yang meninggal itu
tidak meninggalkan harta kekayaan sehingga pewarisan menjadi
tidak relevan.'® Oleh karena adanya harta peninggalan yang

ditinggalkan oleh pewaris maka yang sering menjadi masalah dalam

" Surgio Wignjodipuro, Op.cit,, him. 218,

™ abdulkadic Muhammad, Op.cit., him. 270.

* Eman Suparman, 2007, Hukum waris Indanesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
him. 47.
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hukum waris adalah hak dari para ahliwaris dan bukan pada

kewajibannya.

. Warisan
Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat, "’
atau segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada'

para ahli warisnya, Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan sescrang pada
wakiu 1|;neningga+ dunia akan beralih kepada orang lain yang masih
hidup.

Hal yang penting dari masalah wansan ini adalah bahwa
pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang
masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yakni ;"

a. seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan
harta kekayaan.

b. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak
menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

c. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in

concrafo” yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli

wans.

" Ibid,, him. 2.

18 Surajo Wignjodipuro, Op.cil., him. 191,
"% Ibid., him, 192
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Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan
serta pengoperan kepada orang yang berhak menenma harta
kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut :

1) Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan
sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan
kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan
dimana si peninggal warisan itu berada.

2) Unsur kedua menimbulkan persocalan, bagaimana dan sampai
dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan
dan ahli waris.

3) Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai
dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat
lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli
waris sama-sama berada.

Seperti halnya yang dijelaskan diatas, maka penting untuk
mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan
pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan
proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia. Dimana warisan

adalah Proses setelah pemiliknya meninggal dunia.

2 ihid,, Mm. 193
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D. Sistem Kewarisan Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris
merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di
Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia menganut berbagai macam
agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk-
bentuk kekerabatan yang berbeda-beda. Kekeluargaan ini nampak
pengaruhnya dalam sistem kewarisan adat Oleh karena itu, akan
dipaparkan tiga sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang
erat kaitannya dengan sistern kekeluargaan, sehingga akan dapat
diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem
kekeluargaan tersebut.

Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam
sistern kekeluargaan di dalam masyarakal Akan tetapi secara umum
dikenal sangat menonjol dalam pencaturan hukum adat ada tiga corak,
yaitu 21

a) Sistem patrilineal, dengan contoh :
Tanah Batak, Gayo, Alas, Nias, Buru, Lampung, Seram, Nusa
Tenggara, Inan.

b) Sistem matrilineal, dengan contoh:
Minangkabau, Enggano, Timor.

¢} Sistem parental yang dikenal luas contoh :
Jawa, Aceh, Sumatra Timur, Riau, jawa, kalimantan, Sulawesi.

H Wilman Hadikusuma, Op.cit., him. 23,
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1. Sistem Kekeluargaan
a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Pada masyarakat terib patrilineal sistem kekeluargaan ditarik
menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol
pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Seperti
halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanya anak !aki-lak-i ﬁng
menjadi ahli waris, karena apabila anak perempuan sudah
menikah ia dianggap tergolong kelompok suaminya. Terdapat
beberapa argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris
masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang
berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia,

sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris.*

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal
| Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu
masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dan sistem
kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.
Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam
masyarakat matrlineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan
sistern kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak lbu,
dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari

kedudukan pria didalam pewarisan. Hukum waris menurut hukum

2 Eman Suparman, Op.cit., him. 45,



adat Minangkabau senanfiasa merupakan masalah yang aktual
dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena
kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem
hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti
telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau
adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari
pihak Ibu yang dihitung menurut garis lbu, yakni saudara laki-iaki
dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik
taki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak-anak
hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta
pusaka @nggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa
generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari
satu generasi. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki,
maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk
harta pusaka tinggi sedang yang menjadi ahli warisnya adalah
seluruh kemenakannya.

Pada sistem matrilineal, keturunan menurut garis ibu
dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan
pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di
antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang

menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misainya, dalam masalah

= ihid., him. 52.
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warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada

keturunan menurut garis bapak,®

c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Prinsip-prinsip hukum adat waris yang dikenal di dalam dua
kelompok masyarakat yang mempunyai sistem kekeluargaan yang
satu sama lain berbeda, Di satu pihak sistem kekeluargaan dengan
menarik garis keturunan yaitu pihak ayah atau dikenal dengan
sebutan sistem patrilineal dan di lain pihak sistem kekeluargaan
dengan menarik garis keturunan pihak ibu atau matrilineal. Sistem
hukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganut
sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua
belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis
ibu yang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral.
Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu,
sistem patrilineal dan sistemn matrilineal, sistern kekeluargaan
parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu
bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun
anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta
peninggalan orang tuanya  sehingga  dalam proses
pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris

kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai

* Bushar Muhammad, 2008, Pokok-pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha,

Jakarta, him.5.
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hak untuk diperlakukan sama. Sudah banyak literatur hukum yang
membahas dan memaparkan tentang sistem kekeluargaan yang
terdapat di Indonesia. Tiga bentuk sistem kekeluargaan yang
sangat menonjol senantiasa merupakan contoh pembahasan. Hal
tersebut mungkin didasarkan pada pertimbangan, bahwa di antara
ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaannya sangat prinsipil
karena seolah-olah sistem patrilineal merupakan kebalikan dari
sistem matrilineal. Kemudian kedua sistem tersebut dirangkum cleh
safu sistem yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu
sistem parental atau bilateral® Di dasrah Mamasa sendiri
menganut sistem kewarisan parental maka siapa saja dapat
mewarisl harta peninggalan pewaris sebab tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris,

Selain hukum waris adat yang dipengaruhi oleh bermacam
sistem kekeluargaan seperti yang telah diuraikan diatas, hukum
adat waris juga mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu
sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing-

masing mempunyai ciri tertentu, yaitu o

5 Eman Suparman, Op.cit,, him, 59-80
 Hermin Lullulangi, 1991, “Kedudukan ARN Wars Dalam Hukum Kewsarisan
Adat Mamasa®, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Makassar, hal. 55.
T Hilman hadikusuma, Op.cit., him. 24-30

21




2. Sistem Kewarizan Adat
a. Sistern Kewarisan Individual
Kewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah
sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian
untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut
bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan
pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan
memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati
ataupun diahlihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat,
tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat
yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan
masyarakat adat jawa atau juga dikalangan masyarakat adat
lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae
(jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat adat
yang kuat dipengaruhi hukum lslam, seperti dikalangan masyarakat
adat Lampung beradat peminggir, dipantai-pantai selatan Lampung.

Faktor lainnya yang perlu dilaksanakan pembagian warisan
secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat
memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara
bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada suatu rumah

kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan
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kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat
kediamannya,

Kebaikan dari sistemn pewarisan individual antara lain ialah
bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas
menguasal dan memilki harta warisan bagiannya untuk
dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa
dipengaruhi anggeta-anggota keluarga yang lain. la dapat
mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk
dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut
kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang
telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana
tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan
tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman didaerah asal,
apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem
individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya
harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat
berakibat imbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi
dan mementingkan diri sendir. Sistem individual dalam pewarisan
dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan
matrealisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbuinya

perselisihan—perselisinan antara anggota keluarga pewaris.
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b. = Sistem Kewarisan Kolektif

Kewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta
peninggalan diteruskan dan diahlikan pemilikannya dan pewars
kepada ahli waris sebagai kesaluan yang ftidak terbagi-bagi
penguasaan dan pemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk
mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta
peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan
kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar
musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak
atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistern kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau,
kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam
sifatnya terbatas. Di Minangkabau sistern kolektif berlaku atas tanah
pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurusan
mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai
hak pakai (minang = ganggam bauntuik). Serupa dengan tanah
pusalea minang ini adalah tanah dafi di Ambon yang tidak dibagi-
bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk
dipergunakan, terutama para anggota keluarga pewaris yang telah
wafat dibawah pimpinan atau pengurusan Kepala Dati.

Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang yaitu (tanah)
“kalakeran" yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi

tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai
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anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman
keras yang mengatur dan mengawasi tanah “kalakeran® adalah tua-
tua kerabat yang disebut twa untaranak, haka umbana atau paki
ftenan tanah-tanah dan jlka tuatua dari kerabat lain disebut
mapontol. Dimasa sekarang sudah tidak ada tanah kalekeran yang
dibagi-bagi .

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem
individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-
bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat
tanah tumbuhan keras milik masing-masing. Apabila telah dipenuhi
milik masing-masing atas tanah tumbuhan yang dioiah, diurus,
dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan
bersama diantara para anggota famili, diadakan pembagian sesuai
dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu, kemungkinan
sistem kolektif berubah kearah sistem individual dikarenakan harta
bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula
dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama
untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila
fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup
keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih

tetap berperan, tolong menclong antara yang satu dan yang lain
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dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab
masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan .

Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan
yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat,
danau kerabat, rumah kerabat, dan sebagainya) yang terletak di
daerah yang produktif masih dapat ditingkatkan di dalam usaha-
usaha koleklif yang berbentuk usaha bersama koperasi pertanian
kerabat, koperasi peternakan kerabat dan lain sebagainya, dimana
rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota
kerabat bersangkutan.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir
yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Di samping
itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai
kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian
meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa

setia kerabat bertambah luntur .

c. Sistem Kewarisan Mayorat
Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga
merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan
pengalihan hak penguasaan atas harta yang fidak terbagi-bagi itu
dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin
rumah tangga atau Kepala keluarga menggantikan kedudukan

ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam
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kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang
wafat berkewajiban mengurus dan memelihara  saudara-
saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta
warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai
mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu
wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya
dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama
mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu
tanpa menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam dikarenakan
perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki
seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama
yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagai mana diteluk
Yos Soedarso kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat
perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat
Semendo Sumatra Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak
pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai
pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta
kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota
keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggungjawab
akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga

sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendir
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mengatur rumah tangga sendir, Tetapi anak tertua yang tidak
bertanggung jawab, yang tidak mengendalikan diri terhadap
kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya iangankan akan
dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya
malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalah artikan tidak saja oleh orang
luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak warls anak
punyimbang itu sendin. Anak tertua sebagai pengganti orang tua
yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara
persecrangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai
pemegang mandat orang tua yang dibatasi cleh musyawarah
keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain
yang ditinggalkan, tidak berdasarkan harta peninggalan tetapi juga
berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Pada umumnya sistem koleklif dan mayorat masih nampak
berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah
kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat,
benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya,
Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan
orang tua disana-sini sering menimbulkan perselisihan sehingga
diantara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk
melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun
untuk pemilikan.
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E. Pembagian Warisan

Apabila seseorang wafat maka yang akan menjadi masalah
adalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para ahliwarls dan
yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan bagaimana cara
pembagian harta warisan tersebut.

Pada dasarnya pembagian harta warisan dalam hukurm adat waris
berbeda dengan pembagian berdasarkan hukum waris Islam maupun
hukum waris barat. Bahkan, proses pembagian harta warisan di masing-
masing daerah di Indonesia pun juga berbeda tergantung dari adat
istiadat dari daerah tersebut dan ftradisi turun temurun yang menjadi
kebiasaan dari masyarakat di masing-masing daerah.

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan
daripada ahli waris secara bersama-sama. Dalam hukum adat waris
pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas
kehendak bersama danpada ahli waris dimana pembagiannya berjalan
secara rukun dan di dalam suasana ramah tamah dengan tetap

memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahliwaris.

1. Waktu Pembagian dan Juru Bagi
Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu
harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan
pembagian. Begitu pula, siapa yang menjadi juru bagi tidak ada
ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian dapat

dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang
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disebut waktu nujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari
atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat atau pada waktu-
waktu yang ditentukan oleh para ahliwaris sesuai kebiasaan yang
berlaku di daerah tersebut dan oleh karena pada waktu-wakiu
tersebut para anggota waris berkumpul,

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru
bagi dapat ditentukan antara lain adalah -2

a. Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris);
atau

b. Anak tertua lelaki atau perempuan; atau

€. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan
bijaksana; atau

d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakal adat atau
pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris
untuk bertindak sebagai juru-bagi.

Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris
mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang
mutlak harus menurut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu
hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara vyang
memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka

bertugas menampung, menyalurkan dan menyimpulkan usul

™ 1hid., him. 104.
® phid., him. 106, ™




pendapat dari para waris bagaimana sebaiknya harta warisan itu
dibagi-bagl. Selama pembagian warisan itu berjalan dengan baik,
rukun dan damai diantara para waris, maka fidak diperlukan adanya
campur tangan orang luar dari keluarga yang bersangkutan.
Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka
masyarakat hanya diperiukan apabila ternyata jalannya
musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi tidak lancar.
Misalnya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat apakah waris
anak kowar atau anak angkat tidak perlu diberi bagian warisan
ataukah dipandang perlu karena jasa-jasa mereka terhadap pewaris

ketika hidupnya.™

. Cara Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan
perhitungan  matematika, tetapi selalu didasarkan atas
pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris
bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris adat mengenal asas
kesamaan hak tidak berari bahwa setiap waris akan mendapat
bagian warisan dalam jumlah yang sama dengan nilai harga yang

sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan *'

* Ibid.,
* Jhid., hirm. 105-106.
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3. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris
Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang
tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat
yang berlaku baginya. Namun demikian, ada kalanya sesecrang
dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya
bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah memungkinkan
hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang
tuanya atau dari pewaris lainnya misalnya, dikarenakan antara lain
sebagai berikut ;¥
a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau
anggota keluarga pewaris.
D. Melakukan penganiyaan atau berbuat merugikan kehidupan
pewaris.
¢. Melakukan perbuatan fidak baik, menjatuhkan nama baik
pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang
tercela.
d. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan
dan sebagainya.
Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila
ternyata si pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan,
member ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan,

sahelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan

2 ihid. him. 108.
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atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atas semua
harta warisan atau hanya untuk pembagian saja. Misalnya, waris
masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tidak
diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapat bagian
harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya,®
Apabila pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas
dasar kerukunan, biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan
bahwa semua anak, baik laki maupun perempuan, pada dasamya
mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.
Perbedaan agama adalah tidak merupakan soal, bukan soal pula
siapa yang lahir lebih dulu. Namun, Apabila termyata tidak terdapat
permufakatan  dalam  penyelenggaraan pembagian  harta
peninggalan ini, maka hakim (hakim adat/ hakim perdamaian desa
atau hakim pengadilan negeri}) berwenang, atas permohonan
ahliwaris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin
sendiri pelaksanaan pembagiannya. Jikalau dalam pembagian harta
peninggalan itu terjadi pengoperan sebidang tanah, maka
pelaksanaan pengoperannya wajib dilakukan dengan bantuan

kepala desa supaya menjadi terang dan sah.

2 thid., him. 108-109.
M gurojo Wignjodipuro, Opuelt. him. 218,
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4. Pembagian Warisan di Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten di
Sulawesi Barat. |bukota Kabupaten ini terletak di kota Mamasa,
yang berjarak sekitar 340 Km dari Kota Makassar.®® Sejak dahulu
pembagian warisan dalam masyarakat Mamasa menganut sistem
individual dimana Tiap-tiap ahli waris mendapat bagian darl harta
peninggalan, di daerah Mamasa tidak dikenal sistem kewarisan
kolektif karena semua harta peninggalan harus dibagi kepada ahli
waris. Kalaupun ada sesuatu harta yang tidak dapat dibagi misalnya
rumah adat, tetap diusahakan agar satu orang mewarisinya, namun
tidak menjadi hak milik hanya hak pakai,

Di daerah Mamasa proses pembagian harta warizan berbeda
dengan sistem pembagian di daerah lainnya, pembagian harta
warisan di daerah Mamasa khususnya di Kecamatan Nosu
dilaksanakan setelah selesainya pesta kematian pewaris (jenasah
telah dikubur). Pembagian warisan di Kecamatan Nosu didasarkan
pada, yaitu |

a. sifuranni yaitu pembagian warisan berdasarkan keturunan
dengan pengertian bahwa ahli waris tersebut menerima
warisan berdasarkan haknya sebagai keturunan dar ahli

waris atau ahli waris yang sah.

3 pttp:/iwww, jalandamal net’Mamasa/KabMamasa.htm. Rabu, 21 April 2010,
¥ Hermin Lullulangi, Op.ci., hm. 17.



b. karofosan  yaitu pembagian  warisan  berdasarkan
pengorbanan. dalam hal ini ahli waris menerima warisan
sesuai dengan pengorbanan (pemotongan kerbau) masing-
masing ahli waris pada waktu pesta kematian pewaris,

Sebelum adanya pemotongan kerbau akan ada musyawarah
keluarga untuk menentukan jumiah kerbau (kombong rapu) yang
akan dikorbankan. Semua ahli waris berhak atas harta warisan
yang ditinggalkan oleh orang tuanya tetapi untuk menentukan besar
kecilnya warisan yang diperoleh tergantung pada pengorbanan ahli
waris pada saat kematian pewaris bahkan apabila ada ahli waris
yang berkeinginan untuk memberikan pengorbanan pada saat
kKematian pewaris namun ia tidak mampu, maka ia dapat meminta
bantuan pada sanak keluarganya untuk menggantikan posisinya
sebagai ahli waris dengan cara keluarga yang diminta bantuan itu
mengorbankan kerbau pada saat kematian pewaris, maka dengan
demikian ahli waris menyerahkan harta warsan yang akan
dimilikinya dan menjadi haknya itu kepada sanak saudaranya yang
menggantikan posisinya dalam memberikan pengorbanan pada
saat kematian pewaris dan harta itu dapat beralih kembali apabila
sanak saudaranya itu meninggal dunia, maka ahli waris yang
sesungguhnya dapat menebus harta warisan itu dengan
mengorbankan kerbau sama banyaknya seperti yang dikorbankan

oleh sanak saudaranya pada saat kematian pewaris. Pengorbanan
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ini sebagai tanda ia ingin mengambil kembali harta warisannya
yang seharusnya menjadi haknya.

Setelah pesta kematian pewaris dan berbagai bentuk acara-
acara lain yang merupakan tradisi dari daerah tersebut selesal,
maka pembagian harta dapat dilaksanakan atas dasar kerukunan
dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh para ahli waris,
keluarga dan diundang para tokoh-tokoh adat/pemerintah setempat

sebagal penengah dan saksi dari keputusan yang diambil,
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BAB

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Peneiitian ini dilakukan di daerah yang dijadikan lokasi penelitian
sehubungan dengan judul penelitian ini, yaitu Kecamatan Nosu
Kabupaten Mamasa dan dikhususkan di Kelurahan Mosu dan Desa
Mesewe. Dengan pertimbangan di kelurahan Nosu sebagal pusat darn
aktivitas masyarakat di kecamatan MNosu sudah mulai mengalami
pergeseran budaya sedangkan desa Mesewe masih memelihara serta
menjunjung tinggi budaya dan hukum adat mereka terutama dalam hal
sistem pembagian warisan yang merupakan tradisi turun temurun dari

nenek moyang mereka.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik  untuk
mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang
ditentukan., Dalam peneliian ini penulis menggunakan dua macam
teknik panelitian yaitu

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang
mempelajari atau menelaah literature, jurnal iimiah dan dokumen-
dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5 pPenelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang

dilaksanakan dengan observasi langsung, yaitu dengan cara
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penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan
data primer dengan cara melakukan wawancara langsung
(interview) yaitu dengan melakukan inferview dengan
narasumber yang meliputi, kepala desa dan tokoh-tokoh
masyarakat atau tokoh-tokeh adat serta membagikan kuisioner
kepada beberapa orang masyarakat yang berada di Kecamatan
MNosu Kabupaten Mamasa yang terlibat langsung dengan

masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah senantiasa mempergunakan

suatu metode yang dimaksudkan agar dalam pembahasan isi dan

objektifitas penyajiannya dapat diungkapkan dengan baik. Ada dua

jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini yaitu :

1.

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan
melakukan penelitian  dilapangan dengan mengadakan
wawancara langsung ataupun tidak langsung (kuisioner) kepada
pihak-pinak yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
sumber Data Sekunder, yaitu data yang melengkapi sumber
data primer, yang dipercleh dan hasil telaah buku, dokumen-
dokumen, hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur lain

yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam
penulisan skripsi ini.
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D. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang
menjadi target dalam kajian penelitian yang memiliki kuantitas dan
karakteristik tertentu, adapun populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh
adat yang berada di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa,

Sampel adalah bagian darl Jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang diambil meliputi ;

1. masyarakat
a. Yang menerima warisan karena pengorbanan terdiri dari dua
orang dari satu desa dan salu kelurahan yang terpilih
b. Yang menerima warisan dalam jumlah yang kecil karena tidak
melakukan Pengorbanan terdii dari satu desa dan satu
kelurahan yang terpilih
c. Yang fidak menerima warisan karena fidak melakukan
pengorbanan terdiri darl dua orang dar satu desa dan satu
kelurahan yang terpilih
2. Kepala Desa atau Kepala Dusun
3. Tokoh-tokoh masyarakat/ tokoh-tokoh adat

3



E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer dan data
sekunder diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian data

tersebut disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman

yang Jelas dan terarah
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Tentang Kecamatan Nosu

Nosu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi

Barat, Indonesia. Kecamatan Nosu terdiri dari beberapa desa dan 1

kelurahan yakni :

1. Desa Batu Papan

2. Desa Siwi

3. Desa Minanga
Desa Minanga Barat

Desza Parinding

m o ok

Desa Masewe
7. Kelurahan Nosu

Kecamatan Pana' yang dahulunya merupakan kecamatan induk
dari Nosu telah mekar menjadi tiga kecamatan yakni Pana', Tabang dan
Nosu. Ketiga kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten
Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Kecamatan Nosu berbatasan dengan
Kecamatan Simbuang sedangkan Pana" dan Tabang berbatasan
dengan Kecamatan Bittuang. Posisinya yang berbatasan langsung
dengan Tana Toraja menjadikan daerah ini sangat strategis dalam
dunia Pariwasata sebab merupakan perlintasan para wisatawan dari

Tana Toraja ke Mamasa atau seballknya. Selain itu, penduduk
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Kecamatan Simbuang yang akan bepergian keluar daerah selalu
melalui Kecamatan Nosu sebab jaraknya sangat dekat dan hanya di
Kelurahan Mosu kita dapat menjumpai kendaraan umum yang
menghubungkan dunia luar (Mamuju, Mamasa, Polewali, Makassar dan
lain-lain). Masyarakat dari Kecamatan Pana’ juga selalu melalui

Kelurahan Nosu kalau bepergian ke Polewali, Mamasa, Mamuju dan

Makassar. ¥

Kecamatan Nosu berada pada ketinggian 1800-2000 meter dari
permukaan laut dan merupakan Kecamatan tertinggi di Sulawesi Barat.
Wilayah Kecamatan Nosu yang dikelilingi Perbukitan dan hutan lebat
menciptakan suasana sejuk dan dingin. Kecamatan Nosu yang lebih
tinggi dari daerah lain dimana suhunya pada malam hari sekitar 10-15
derajat Celsius dan 15-25 derajat Celsius pada siang hari sehingga
Kecamatan Nosu disebut sebagai Malino-nya Sulawesi Barat. Di pagi
hari Kecamatan MNosu selalu diselimuti embun dan kemudian
menghilang sekitar jam 9 pagi. Kecamatan Nosu terletak di sebelah
timur ibu Kota Mamasa. Jarak dari kota Mamasa sekitar 74 km dan dari
Polewali (ibu kata Polman) 72 km, dari Makale (Tana Toraja) 78 km.™

Penduduk Kecamatan Nosu terdiri dari 5.205 jiwa. Adapun daerah
yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni, Desa Mesewe yang terdiri

atas 4 dusun diantaranya dusun ratte, dusun turunan, dusun paladan

n w:;w,;mandami_mﬁlamamﬂamum.hm. Rabu, 21 April 2010,
30 m
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dan dusun panunukan dimana masyarakatnya terdini atas 877 jiwa dan
merupakan satu-satunya daerah yang masyarakatnya masih menganut
agama aluk fodolo atau aluk fomatua (agama suku) walaupun sudah
ada 324 jiwa masyarakat yang sudah menganut agama kristen dan 553
jiwa masyarakat yang masih menganut agama aluk todolo, selain Desa
Mesewe lokasi penelitian yang lain yaitu Kelurahan Nosu dimana
masyarakatnya terdiri atas 1146 jiwa yang terdiri dari Dusun Manggi’,
Lumika, Salu dan Tandeallo. Daerah ini merupakan satu-satunya
daerah di Kecamatan Nosu yang sudah menjadi kelurahan dan juga
menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Nosu, dimana
masyarakat yang ingin bepergian hanya dapat menemukan kendaraan
umum di Kelurahan MNosu, begitu pun dengan pasar yang diadakan
seminggu sekali hanya dijumpai di Kelurahan Nosu. Kelurahan Nosu
sudah mulai mengalami pergeseran terutama dalam adat istiadatnya
karena sebagian penduduknya yang dahulu menganut agama aluk
fodolo, kini telah menganut agama kristen protestan dan hal inilah yang

membedakannya dengan Desa Mesewe yang merupakan satu-satunya

desa di Kecamatan Nosu yang masih menganut agama Aluk todolo dan
masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Daerah adat bagian barat atau
tondok di madikai termasuk Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa,

dibagi dalam dua pembagian wilayah adat yaitu :*

M Andre Bembe Arruan,2000.mangaro.Skripsi sarjana Teclogl, Sekolah Tinggl
Tealogi,Rantepao,him 18. =



a. Tondok ma’ dika di ada | meliputi daerah Mamasa dan Tabone
b. Tondok madika Mapampang, meliputi daerah Pana, Nosu dan
sekitarnya

Perbedaan dari keduanya adalah untuk daerah madika di ada
selalu ada figur atau orang yang ditokohkan dan memegang kendali
dalam masyarakat, mengambil keputusan, merumuskan dan
menentukan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau
dengan kata lain segala sesuatu yang berhubungan dengan ada’, aluk
dan pemali ditentukan oleh to sipetoe aluk (yang ditokohkan dalam
masyarakat) sedang untuk daerah madika mapampang, tidak ada
orang yang menjadi penentu dalam mengambil sebuah keputusan yang
berhubungan dengan aluk, ads dan pemall. Keputusan yang tertinggi
adalah keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama

(ma‘kombongan).*

B. Sistern Kewarisan Karotosan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan

Nosu Kabupaten Mamasa

1. Pengertian Sistem Kewarisan Karotosan
Sister adalah suatu kesatuan susunandimana masing-
masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya,

tetapi dilinat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan

“ |hid, him. 18-19.



susunan tersebut.*! Dalam pembagian harta warisan di Kecamatan

Nosu Kabupaten Mamasa, tidak terlepas dari istilah pengorbanan
karena pengorbanan merupakan suatu sistem yang lahir dari tradisi
yang secara furun temurun dipelihara oleh masyarakat di
Kecamatan Nosu dan sampai sekarang sistem ini masih
diberlakukan di Desa Mesewe. Sistem kewarisan ini timbul karena
adanya pengorbanan yang dilakukan pada saat pesta kematian
pewaris yang dikenal dengan istilah karotosan.

Karofosan merupakan bahasa daerah dari Kecamatan Nosu
Kabupaten Mamasa yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia
dapat berarti habis, kerugian atau lebih dikenal dengan istilah
pengorbanan. Istilah karotosan ini muncul dari  kebiasaan
masyarakat untuk melakukan pengorbanan pada saal pesta
kematian pewaris melalui pemotongan hewan baik berupa ayam,
anjing, babi maupun kerbau artinya bahwa sistem karofosan itu fahir
karena adanya pesta kematian (rambu solo). Karena itu, istilah
karotosan tidak dapat lepas dari acara rambu solo itu sendiri.
Kebiasaan inl merupakan suatu adat istiadat dan nenek moyang
yang lahir dari adanya anggapan bahwa seorang yang meninggal
takan maka arwahnya tidak dapat diterima di puya

dan tidak dipes

(tempat berkumpulnya roh orang mati) sesuai dengan kepercayaan

2010,

at h“p_[,,,,,.,,_gmw_wn_{sistem hukum dan peradilan nasional. selasa 6 jull
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aluk tomatua/aluk todolo ( agama suku) yang hampir sebagian besar

masih dianut oleh masyarakat di Desa Mesewe.

Sistem  kewarisan ini dimulai dengan adanya acara
pematongan hewan saat kematian pewarls dan pemotongan ini
diawali dari adanya kesepakatan pihak keluarga tentang jumiah
hewan yang akan dikorbankan pada saat pesta kematian pewaris
yang juga terkait dengan bentuk acara yang akan digunakan.
Dalam bentuk acara yang akan digunakan juga akan
mempengaruhi kapan waktunya harta warisan itu akan dibagikan.
Karolosan disebut sebagai sebuah sistem karena semuanya saling
berhubungan satu sama lain yang dimulai dari musyawarah, pesta
kematian (rambu solp), pelaksanaan pesta pangaroan (pesta
mengeluarkan mayat) sampai pada pembagian harta warisan yang
membentuk suatu sistem yang tidak terlepas dari pengorbanan ahli
waris selama acara-acara tersebut dilaksanakan. Adapun bentuk
acara pesta kematian di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa

terdiri dari :**
a. Todisolangan : upacara kematian yang pemakamannya

dipotong seekor babi.
b, Todituru'tay @ upacara kemafian yang pemakamanmnya

dipotong tiga ekor babi.

< fhoid, Him.22-23.




- To disundun upacara kematian yang pemakamannya

dipotong tujuh ekor babi,

- To untefang  pasamba - upacara kematian yang
pemakamannya memotong satu ekor kerbau dan tujuh ekor
babi.

- Di patomali limanna atau dibaba’ pia = upacara kematian yang
pemakamannya memotong dua ekor kerbau dan tujuh ekor
babi, dimulai dalam pelaksanaan upacara ini sampai pada
acara berikutnya sudah diperbolehkan untuk membunyikan
gendang tetapi hanya satu kali.

Dipatol aluk atau basse bayu . upacara kematian yang
pemakamannya memaotong tiga ekor kerbau, dua puluh dua
babi, satu ekor anjing, upacara ini biasanya dilaksanakan
selama delapan hari, istirahat satu bulan kemudian dilanjutkan
dua hari.

. To dipadolo tama atau to dipalindasanni : upacara kematian
yang pemakamannya memotong empat ekor kerbau, dua

puluh satu ekor babi dan dua ekor anjing. Upacara ini

dilaksanakan selama delapan hari, sama dengan upacara

Dipatoi aluk.
Ditokeran gandang misa atau dibatang tedong : upacara

kematian yang pemakamannya memotong tujuh ekor kerbau,
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dua puluh lima ekor bahi dan tiga ekor anjing, satu ekor

BFEM.Upacara ini ﬂilaksﬂnﬁhah selama 5EPL|IU1'! hari.

To dipelima Upacara kematian yang pemakamannya

memotong sembilan sampai lima belas ekor kerbau, dua puluh
lima ekor babi, dua ekor anjing dan satu ekor ayam. Upacara
ini dilaksanakan selama sepuluh hari,

To dipelima sundun : upacara kematian yang pemakamannya
memotong lima belas ekor kerbau. Rentetan upacara sama
dengan ditokeran gandang misa, to dipelima yang juga
memotong anjing dan ayam, jumlah babi bisa bertambah tetapi
jumlah kerbau fidak bisa bertambah.

. Pa'pandanan : upacara kematian yang merupakan acara
yang paling tinggi tingkatannya diantara semua upacara
kamatian di Kecamatan Nosu. Dalam acara ini memotong
enam belas kerbau bahkan lebih dari itu sampai pada batas
kermampuan dari pihak keluarga. Rentetan upacara ini sama
dengan ditokeran gandang misa dan {o dipefima yang juga
memotong anjing dan ayam, jumiah babi pun bisa bertambah
begitu pun dengan jumiah kerbau. Pesta ini adalah pesta yang
tertinggi dan pelaksanaannya juga sangat lama biasanya

memakan wakiu satu tahun sampai pada acara penguburan.

Oleh karenanya tidak ada pembatasan bagi babi atau kerbau
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Y&Ng akan dipotong asalkan kerbau tidak kurang dari 16

kerbau.

Adat masyarakat di Kecamatan Nosu menegaskan bahwa
tidak ada orang mati yang diupacarakan dengan memotong lima
ekor dan enam ekor kerbau, karena ifu sudah menjadi bagian dari
adat dan hukum (ada’ dan aluk ) yang diyakini oleh masyarakat
Nosu.” Bagi pihak keluarga yang melakukan pesta kematian
berupa papandanan maka keluarga tersebut harus siap habis-
habisan karena pesta kematian ini memakan biaya dan waktu yang
lama, Namun, pesta kematian ini pun jarang dilakukan oleh
masyarakat di Kecamatan MNosu karena biasanya yang
melakukannya adalah orang yang mampu dan memiliki strata sosial
yang tinggi.

Pada sistem Kkewarisan karofosan terutama dalam hal
pembagian harta warisan seseorang yang bukan merupakan ahli
waris yang sah bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris entah
dia anak angkat, anak tiri atau keponakan.Tetapi, sebenarnya yang
diutamakan untuk dapat melakukan pengorbanan adalah anak
kandung. Dalam sistem kewarisan karofosan yang diperhitungkan
warisan yaitu adanya pengorbanan yang

memperoleh harta

dilakukan selama pesta kematian p s, JOnk Tenpent PN

4 phid, him.22
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Pengorbanan pada saat kematian pewaris berdasarkan
prinsip karotosan maka secars

sebagai

otornatis ia akan kehilangan haknya
seorang ahli wans tapi biasanya dia tetap mendapatkan
haknya sebagai ahli waris apabila saudaranya yang melakukan

pengorbanan dan mendapatkan harta warisan memiliki rasa
kasihan kepadanya dan memberikan sebagian harta warisan yang
diterimanya kepada saudaranya yang fidak melakukan
pengorbanan tersebut. Pesta kematian (rambu solo) di Kecamatan
Mosu juga akan mempengaruhi acara pangaroan (pesta
mengeluarkan mayat) karena jumlah pemotongan kerbau akan
menentukan layak tidaknya seseorang bisa melakukan pangaroan.
Harta warisan pewaris pun belum bisa dibagi kalau ada
kesepakatan mengadakan acara pangaroan (pesta mengeluarkan
mayat), yang dilakukan setahun sekali dan hanya dilakukan pada

bulan agustus. Pihak keluarga harus menunggu dulu acara ini

selesai baru bisa membagi harta warisan pewaris.
Hasil peneliban yang penulis lakukan di dua tempat yang

berbeda yakni Kelurahan Nosu dan Desa Mesewe dapat terlihat

bahwa sebenamya di Kelurahan Nosu pembagian warisan

dasarkan karotosan ini mulai tidak diberlakukan lagi walaupun
berdasa

henarnya itu tetap berlaku bagi orang yang mandul (tamanan’)
saben

2 masyarakat di Kelurahan Nosu sulit menentukan
sany

karena bia
50
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embagi [ i
p gian warisan bagi orang ¥ang mandul apalagi ketika orang

tu tidak memiliki anak angkat dan memiliki banyak saudara, Oleh

karena itu baasanhfa pembagian warisannya ditentukan berdasarkan

Karotosan (pengorbanan). Berbeda dengan di Kelurahan Mosu,

Desa Mesewe justru  masin menggunakan sistem kewarisan

Karofosan dan lidak mengenal apakah seorang yang meninggal itu
mandul atau tidak sama sekali. Dari hasil kuisioner yang penulis
bagikan kepada 6 responden diantaranya dua orang yang
menerima warisan berdasarkan pengorbanan, dua orang yang
menerima warisan dalam jumiah yang kecil karena tidak melakukan
pengorbanan dan dua orang yang tidak menerima wansan karena
tidak melakukan pengorbanan maka hasil penelitian penulis
berdasarkan pendapat responden dapat dilihat sebagai berikut :
1) Menerima Warisan karena Pengorbanan

a) Masyarakat di Desa Mesewe

Menyatakan bahwa sistem kewarisan berdasarkan

karotosan adalah merupakan suatu keadilan karena menurut

mereka, harta warisan yang diterima  berdasarkan

pengorbanan  yang sudah mereka lakukan adalah

merupakan haknya selaku orang yang sudah melakukan

pengorbanan bahkan mereka sangat tidak menyetujui

mbagian warisan secara rata (Situranni) atau dalam
ﬁ -
jumiah  yand ceimbang yang tidak memperhitungkan
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pengorba i ket
gorbanan, apalagi ketika pesta kematian itu dilakukan

berdasarkan Pengorbanan maka pem bagian warisannya pun

seharusnya didasarkan pada pengorbanan (karotosan)
b) Masyarakat di Kelurahan Nosu

Menyatakan bahwa mereka menyetujul akan adanya
sistem kewarisan berdasarkan sistem karofosan asalkan
telah menjadi suatu kesepakatan dan tidak menimbulkan
konfilk. Pembagian warisan berdasarkan pengorbanan
adalah suatu keadilan dimana seseorang mendapatkan
haknya sesuai dengan apa yang telah dikorbankan justru
sesuatu disebut tidak adil bila harta warisan yang diterima
tidak sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan pada saat

pesta kematian pewaris.

2) Menerima Warisan dalam Jumiah yang Kecil karena Tidak

Melakukan Pengorbanan

a) Masyarakat di Desa Mesewe

Bagi masyarakat yang telah menerima warisan dalam
jumiah kecil karena tidak melakukan pengorbanan biasanya

mempercleh harta warisan herdasarkan rasa kasihan dar

saudaranya karena ia merupakan anak kandung dan

pewaris. Bagi ahli waris tersebut sistem kewarisan karotosan

merupakan gebuah keadilan bahkan menurutnya, adanya

bagian warisan yang diterima berdasarkan rasa kasihan
pem

a2



b)

a)

SEsLn i

9guhnya tidak layak untuk dia terima mengingat bahwa
18 bdak melakukan Pengorbanan apapun.
Masyarakat dj Kelurahan Nosu

Masyarakat g Kelurahan Nosu  sendiri yang

mendapatkan harta warizan tanpa melakukan pengorbanan

mengakui bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah
ketidakadilan karena ia memperoleh harta warisan itu dalam
jumiah yang sedikit dibanding saudaranya yang melakukan
pengorbanan mengingat bahwa saat kematian pewaris ia
masih kecil dan fidak mampu untuk melakukan pengorbanan
namun tetap diberikan harta warisan sebagai rasa kasihan.
Pembagian ini adalah pembagian warisan yang tidak
seimbang tapi kemudian ia menyadari bahwa hal ini

merupakan sebuah tradisi yang berlaku saat itu.

3) Tidak Menerima Warisan karena Tidak Melakukan Pengorbanan

Masyarakat di Desa Mesewe
Masyarakat di Desa Mesewe menyatakan bahwa

sebenamya ia sangat merasakan kefidakadilan itu tapi

menyadari bahwa memang selayaknya ia tidak mendapatkan

harta warisan karena pada dasarnya ia tidak melakukan
a

rbanan apapun kepada pewaris d
harus menghargai tradisi yang

an tetap menerima
pengo
keadaan ini sebagaimana ia

berlaku di daerah tersebut .
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b} Masyarakat di Kelurahan Moy

Bagi '
9 masyarakat di Kelurahan Nosu, hal ini sebenarnya

mer
upakan suaty ketidakadilan karena pembagian harta

wari 1 s
ansan diperhitungkan berdasarkan pengorbansan: bukan

sebagaimana hak yang harusnya diperoleh sebagai ahli
wars yang sah namun sistem karolosan ini harus tetap
diberlakukan karena merupakan aturan yang menjadi tradisi
yang berlaku pada saat itu,

Tabel 1.1

Pandangan Responden Terhadap Sistem Kewarisan yang
Seharusnya Tetap Diberlakukan di Kecamatan Nosu

Pandangan Menyetujui pembagian Menyetujui pembagian |
Responden warisan berdasarkan | warisan berdasarkan
Karotosan Situranni
| Masyarakat 3 orang -
Desa Mesewe
Masyarakat | 1 orang 2 orang
Kelurahan Nosu_|
Jumiah | 4 orang 2 orang

Sumber - data hasit kuisioner, 23 mei 2010

Menurut Pattolangi selaku kepala Dusun Mangngi' Kelurahan

Nosu mengatakan bahwa sistem kewarisan Karofosan itu muncul

ebuah kebiasaan
adat. Namun, kebiasaan ini mulai

karena adanya S dan kebiasaan ini dilakukan

karena kepatuhan mereka akan
ahan dan beberapa dari masya
karena adanya pengaruh masuknya

ajari b rakat sudah mulai
mengalami perd

galkan kebiasaan ini
g m&iﬂpﬁngﬂ“ﬁ"i

mening B
tradisi ini, tingkat pendidikan

agama kristen yan
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dan pengal 1
PEngalaman langsung dap Masyarakat yang meliat akibat dari

: .
PENgaunaan  prinsip karotosan  in Yakni, timbuinya konflik

rs4
persaudaraan karena adanya perbedaan Jumlah harta warisan yang

didapatkan dan akhirnya melahirkan permusuban dalam keluarga, *
Menurut R. Paipinan sebagai tokoh masyarakat mengatakan
bahwa adapun tujuan dari pengorbanan (karotosan) yang dilakukan
pihak keluarga pada saat pesta kematian pewaris, diantaranya :
(1) Rasa kasihan terhadap arwah orang tua
(2) Balas jasa terhadap orang tua yang membesarkannya
(3) Tradisi yang menjadi kebiasaan secara turun temurun
(4) Mempertahankan strata yang terkait dengan harga diri
(5) Agar harta warisan orang tua tidak jatuh kepada orang lain
Pada sistem kewarisan di Kecamatan Nosu pun ada dikenal
istilah mana’ yakni pemberian orang tua kepada anak angkatnya
namun mana’ itu dapat diambil kembali oleh anak kandung apabila
elakukan pengorbanan saat pesta kematian

si anak angkat tidak m

' ' ini dikenal
pewaris.*S Bahkan dalam sistem kewarisan karotosan ini dikena

pula Istilah dimana seseorang dapat mengambil kembali haknya

elalui pengorbanan yang ia lakukan pada saat kematian pewaris
m

kan sebagai sualy proses penuntutan harta

atau biasa dikata o
ni dapat terjadi bila ada ahli waris

warisan (ummulai karir). Hal |

L —

. , 26 me 2010
s Farlndal‘lﬂl.w:lwaﬂn:;: 30 mei 2010. 3
45 f Paipinan, Wawancars,



S

an ingi
yang berkeinginan uniyk Mmemberikan pengarbanan pada saat

kemati i o
smatian pewaris namun ia tigak Mampu, maka ia dapat meminta

bantua
N pada sanak keluarganya untuk menggantikan posisinya

sebagai ahli waris dengan cara keluarga yang diminta bantuan itu

mengorbankan kerbau pada saat kematian pewaris. Namun hal itu,
akan tetap menjadi suaty kesepakatan bahwa ahli  waris
menyerahkan harta warisan yang akan dimilikinyga dan yang
sebenarnya menjadi haknya itu kepada sanak saudaranya yang
menggantikan posisinya dalam memberikan pengorbanan pada
saat kematian pewaris. Harta itu dapat beralih kembali apabila
sanak saudaranya itu meninggal dunia, maka ahli wars yang
sesungguhnya dapat menebus harta warisan itu dengan

mengorbankan kerbau sama banyaknya seperti yang dikorbankan

oleh sanak saudaranya pada saat kematian pewaris. Pengorbanan

ini sebagai tanda ia ingin mengambil kembali harta warisan yang
menjadi haknya.

Berdasarkan penelitian penufis mengenal sistem kewarisan

karotosan ini, maka penulis dapat mengatakan bahwa sistem

kekeluargaan yang perlaku di Kecamatan MNosu adalah sistem

arental dimanad yang menjadi
laki maupun anak perempuan. Mereka

ghli waris tidak
kekeluargaan P

membedakan anak laki-
yang sama atas harta
pengalihan atau pengoperan saejumlah harta

peninggalan orang tuanya
mempunyai hak

sehingga dalam proses
e



kekayaan dar '
¥ M pewaris kepada apj wars, baik anak laki-iaki dan

anak perempuan Mempunyai hak untuk diperiakukan .

dikarenakan adanya sistem  yang  dianut ik alitins

kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah

pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu

walaupun pada dasarnya jumiah harta warisan yang diterima akan
didasarkan pada pengorbanan yang dilakukan. Dalam pemifikan
harta warisan maka harta yang diterima dimiliki secara pribadi
dimana ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta
warisan yang menjadi bagiannya untuk dipergunakan sebagai
modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-
anggota keluarga yang lain artinya bahwa sistem ini sama dengan

sistem kewarisan individual. Adapun misalnya, dalam melakukan

pengorbanan seekor kerbau yang dibeli bersama-sama, tetap saja

pada akhirnya haria warisan yang diterima akan dibagi sesuai

pengorbanannya masing-masing atau uang yang dikeluarkan untuk

membeli kerbau tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan

bagiannya sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan dan harta

rizan tersebut tidak akan menjadi suatu milik bersama.
wa

) : ’
2 Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Kawarisan Karotosa
; d

ercayaan Masyarakat Terhadap Agama Aluk

a. Adanya Kep
Todolo atau Aluk Tomatua
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SR YANg hidup di kalangan pemeluk kepercayaan
Aluk Todolo atau ajyk lomatua, sesearang yang telah meninggal
dunia pada akhimya akar Menuju ke suatu tempat yang disebut
puya atau dunia arwah, tempat berkumpulnya semua roh.
Letaknya di bagian selatan tempat tinggal manusia. Hanya saja
tidak setiap arwah atau roh orang yang meninggal itu dengan
sendirinya bisa langsung masuk ke puya. Untuk sampai ke sana
peru didahului upacara penguburan sesual status sosial
semasa ia hidup. Jika tidak diupacarakan atau upacara yang
dilangsungkan tidak sempurna sesuai aluk (ajaran dan tata cara)
maka yang bersangkutan tidak dapat mencapai puya dan
Jiwanya akan tersesat. Agar jiwa orang yang telah meninggal itu
tidak tersesat, tetapi sampai ke tujuan upacara yang dilakukan
harus sesual aluk dan mengingat pamali. Ini yang disebut
sangka’ atau darma, yakni mengikuli aturan yang BelenprA.

Kalau ada yang salah atau biasa dikatakan salah aluk maka jiwa

orang yang telah meninggal itu akan tersendat. Agama ini

hwa selama orang yangd meninggal dunia itu belum

j, ia akan menjadi arwah dalam wujud

meyakini ba
diupacarakan (rambu solo

setengah dewa.”

E—_

% hittp:/fwww. g0

ogle com.faluk Todolo selasa.B juli 2010,
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Menurut ne '
nek Dila sebagai ketua adat (lomakada) di Desa

Mesewe
mengatakan bahwg bagi masyarakat di Kecamatan

Nosu khususnya di Desg Mesewe upacara rambu solo
m

meru ji
pakan suatuy kewajiban yang tidak dipaksakan tetapi harus

dilaksanakan cleh rumpun keluarga yang ditinggal mati oleh

sal
ah satu anggota keluarganya atau sanak familinya. Tujuan

upacara rambu solo agar arwah orang mati sampai dengan
selamat ke dunia roh orang mati (puya). arwah orang mati
diyakini akan menjadi dewa (membali puang) jika segala
tuntutan upacaranya terlaksana dengan baik, sampal pada
upacara pangaroan (upacara mengeluarkan mayat). Apabila
arwah telah menjadi dewa harapan rumpun keluarga yang

masih hidup ialah perlindungan dan berkat atas manusia, atas

ternak, atas tanaman akan terwujud. Jika arwah merasa tentram

dan berkecukupan dengan terpenuhinya tuntutan adatnya maka

arwah tersebut akan memberkati manusia khususnya kaum

keluarganya yang masih hidup. Masyarakat di Desa Mesewe

yang sebagian besar menganut agama aluk todolo memandang
hahwa kematian sepagal sebuah perpindahan dari dunia satu ke
n. atau suatd peralihan da

g transenden, yaitu dunia para

n menjadl penting dan semua

g lai ri kenyataan dunia yang
dunia yan

empiris ke dunia yan

dengan kematian sedapat mungkin harus

aluk yang berkaitan
=1



dijalankan sesuaj
etentuan Sebely
L M menetapkan kapan dan

dimana jenazah dimakamkan, pihak keluarga harus berkumpul
rkumpul,

Semua He
wan korban pun harug disiapkan sesuai ketentuan

Pelaksanaannya harys dilangsungkan sebajk mungkin agar

kegiatan tersebut dapat diterima sebagai upacara persembahan

Jika ada bagian-bagian yang dilanggar, katakanlah bila yang

meninggal dunia itu dari kaum bangsawan namun diupacarakan
tidak sesuai dengan tingkatannya, yang bersangkutan dipercaya
tidak akan sampai ke puya dan rohnya akan lersesat
Sementara bagi yang diupacarakan sesuai aluk akan berhasil
mencapai puya, dikatakan pula bahwa keberadaannya di sana
juga sangat ditentukan oleh kualitas upacara pemakamannya.*”

Dengan kata lain, semakin sempuma upacard pemakaman

seseorang, maka semakin sempumalah hidupnya di dunia

keabadian yang disebut puya Bisa dimakiumi bifa dalam sefiap

upacara kematian di Kecamatan Nosu, para pihak keluarga dan

kerabat almarhum berusaha untuk memberikan yang terbaik

walaupun akhirnya mereka harus mengorbankan seluruh harta

henda mereka Karenanya, sistem karofosan ini terkait dengan

g lahir dari sistem kepe
kini bahwa roh binatang yang ikut

rbanan yan rcayaan akan agama
pengorba

aluk fodolo yang meyd

_-—-_-_-_-
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dik
orbankan dalam Upacara kematian tersebut aka
N mengikuti

arwah org i
N3 yang meninggal dunia tadi menuju ke puya

Kepercayaan pada Aluk Todolo pada hakikatnya berintikan pada

dua hal, yaitu pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan pada

leluhur.  Masing-masing memiliki fungsi dan pengaturannya
dalam kehidupan bermasyarakat dan jika terjadi kesalahan
dalam pelaksanaannya, sebutlah seperti dalam hal Mengurus

dan merawat arwah para leluhur, bencana pun tak dapat
dihindari.

Secara garis besar, masyarakat adat Toraja Barat dalam
pola kehidupannya mengklasifikasikan adat kedalam dua

kelompok besar, yang lazim disebut * aluk simuane fallang "

yaitu :**
1) Aluk rambu fuka atau aluk rampe matallo yaitu, ritus yang

berhubungan dengan Upacard ucapan Syukur dan

memohon berkat ke puang matua

2} Aluk rambu solo atau aluk rampe malampu yaitu, ritus

yang perhubungan denga
penyembahan kepada arwah dari

n kematian dan
upacara

merupakan upacara

orang yang telah meninggal

a8 5 ndre nambe Arruan

‘ﬂilHlm.E.
o Bl



Hasil peneliti '
Penelitian penylig tentang kepercayaan masyarakat di

kEEa 'a i

yang sebagian besar masih dianut oleh masyarakat di Desa

Mesewe dan juga masih menjunjung tinggi sistem kewarisannya
terutama dalam hal pembagian warisan, maka penulis dapat
simpulkan bahwa hal ini sesuai dengan teori Receplio in
complexu yang menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku
bagi seseorang adalah penerimaan secara keseluruhan dari
hukum agama yang dianutnya dimana sistem kewarisan
karotosan ini lahir dari adanya kepercayaan masyarakat akan

agama Aluk Todolo/Aluk Tomatua.

b. Pengaruh Strata Sosial (Tana')

Masyarakat Mamasa sejak dulu telah memiliki tingkatan-

tingkatan hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan fana’

yang berarti kasta,* Dalam masyarakat Kecamatan Nosu strata

sosial (tana’) menjadi tolak ukur gtau acuan dalam menjalankan
suatu upacara kematian bahkan mereka meyakini bahwa dalam
keanekaragaman pudaya ada peran-peran sosial atau tingkatan
5 disebut fana’ Yyand

n ritual-ritual upacara, baik ity aluk

ial g bias menjadi ukuran dan
sosial, yan

n dalam melaksanaka
4a. Strata sosial bagl

patoka
pun aluk rambu fu

rambu §0l0 maul

Kok
# prignus Mandadund. 2008, e Mamasa, him-116- 62
Mamasa, pemerintal kabupd



masyarakat di Kecamatan Nosu diyakini sebagai satu anugerah

atau pemberian dari para Pendahulunya. Dengan adanya tana’

maka masing-masing anggota masyarakat menyadari tugasnya

serta fungsinya dalam sefiap kegiatan hidup tanpa harus

diberitahukan. Masing-masing individu pun akan menyadari
kedudukannya dalam masyarakat serta tugas masing-masing
baik itu sebagai pemimpin (tans bulawan) maupun sebagal
rakyat jelata (fana koa-koa). Menurut nenek Dila, ada empat
pembagian tingkatan strata yang masih diakul terutama di
Kecamatan Mosu Desa Mesewe, adapun tingkatan sosial
tersebut terdiri dari :*

1) Tana bulawan adalah kasta emas atau bangsawan

tinggi dan kaya yang memang layak menjadi pemimpin.

- adalah kasta besi bisa tergolong orang

2) Tana’ bassi

kaya, bisa tergolong pemberani  dalam masyarakat

biasanya merupakan golongan menengah atau kepala

kampung o
3) Tana’ karurung adalah kasta palem sebagai golong

at independen artinya bukan

' bersif
rakat biasa yang _
e yarakat, tetapl bukan

penguasa atau pemimpin dalam mas

ba dalam masyarakat biasanya merupakan
juga hambd i
i m
anggota masyarakat piasa atau orand
_-__—-—'_-_'_.
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4) Tana' koa-k
04 adalah  kasta rumput  merupakan

| .
golongan yang paling rendap yang bisa dikuasai oleh

kasta-kasta yang lenin inggl. Kasta ini merupakan

golongan hamba. Mereks bekerja pada tuannya tanpa gaji

tetapi  hidup bersama keluarganya dan  hidupnya

ditanggung tuannya dimana mereka bemaung secara turun
temurun biasanya menjadi hamba atau budak dari tuannya.
Bahkan dalam kasta koa-koa ini adapula dikenal dengan
kasta fo me balun yakni bagian dari kasta koa-koa dimana
dia menjadi bawahan bila ada acara terteniu, biasanya

mereka disebut pesuruh atau pembantu.

Menek Dila, juga mengatakan bahwa status sosial dan

setiap masyarakat ftidak hisa lepas darl kehidupannya,

melainkan akan terus melekat dan menjadi gelar bagi setiap

individu, baik ketika masih hidup dalam dunia maupun ketika ia

mati dan berada di puya (dunia roh orang mati). Olehnya itu,

tian seseorang pun juga ditentukan oleh strata

pesta kema
' ka
sosialnya karena semakin tinggi strata gosial seseorang ma
' eh
emakin besar pula pengorbanan yang harus dikeluarkan ol
5

5 saat pesta kematian.

keluarganya pad |
g ng dan golongan hamba Yang meninggal

abila seseora
o mampu uniuk mengupacarakannya

alau keluarganya

sampai pada tingk® i

dunia. W otopi mereka tidak



diperbolehkan untuk maaksanahannra oleh aturan huk adat
um

yang berlaku di daerah tersebut apalagi di Desa Mesewe yang

sangat menjunjung tinggi adat Istiadatnya, Golongan ini boleh

saja memotong hewan sesyaj dengan kemampuan mereka tapi

mereka tidak diperbolehkan melaksanakan upacara kematian ity

dalam bentuk pesta kematian yang hanya untuk golongan atas.

Sebenarnya mereka pun tidak diperbolehkan memotong kerbau
dari batasan yang telah ditentukan namun harus mengikuti
tingkatan fana” namun biasanya setelah para keturunannya ada
yang berhasil maka ia bermaksud untuk memotong kerbau
dalam jumlah banyak tapi sebenamya hal itu tidak mengingkari
statusnya sebagal golongan hamba, tetap saja ia bdak
diperbolehkan untuk melaksanakan upacara kematian dalam

bentuk pesta kematian. Seorang hamba tidak berhak untuk

pa'pandanan, [0 dipelima dan fo dipelima sundun karena

al n
upacara ini hanya dikhususkan unfuk mereka yang golonga

tana bulawan dan {ana hassi . Mereka juga tidak berhak untuk di

I kain merah
panonian gandang (dibunyikan gendang), dibungkus

: . -
padong bahkan scara kematiannyd tidak boleh dihad

di £
. aerah tersebut. Hal il merupakan

ua adat dari d |
oen e perlaku khususnyd di Desa

i ng masih

tuan dar adat ya |
o an hamba, apabila ada darn meraka yangd
ng

Mesewe untuk golo o el (R

dunia tetapi keluarganya tid
uni

meninggal s



memberikan
Pengorbanan Maka mereks dapat
menemui

tuaﬂrl a inj
Uk

melayakkan mereka melaksanakan Upacara penguburan,5' H
ran.”" Hal

ini juga yang membedakan dalam hal pembagian warisan
nya

karena seseorang  dari golongan hamba juga tidak

diperbolehkan melakukan upacara kematian yang memang
dikhususkan untuk golongan atas maka, dalam acara
penguburannya tidak akan memakan wakiu yang lama oleh
karenanya, bila ia mempunyai harta warisan maka harta warisan
itu bisa langsung dibagi tanpa menunggu adanya upacara-
upacara kematian yang membutukan waktu yang cukup lama

untuk melaksanakannya.

3. Proses Pembagian Harta Warisan

Proses pembagian harta warisan di Kecamatan Nosu

tergantung pada bentuk pesta kematian yang disepakati oleh pihak

keluarga sebelum adanya upacara pesta kematian (rambu So/0).

i Nos
Sesuai dengan adat istiadat masyarakal di Kecamatan u

inggalnya salah seorang keluarga maka

setelah adanya kabar medn

masih hidup terutama para pihak keluarga

pihak keluarga yang

g, untuk
terdekat mengadakan pertemuan (kombong pu]
pentuk upacaré cematian yang akan dipilin yang
membicarakan
—————
i 2010
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disesuaikan juga dengan stratg s0sial (tana’) dari
afl yang meninggal

dunia dan kemampuan p
pihak  kelyar
92 untuk melakukan

pengorbanan. Dar sinj pula dg -
pat dilihat siapa saj
12 yang akan

ARENT FRRRSmi: Hatnry yang paling diutamakan adalah

keluarga terdekat karena pengorbanan yang dilakukannya pun aka
n

terkait dengan harta warisan yang akan diterima nantinya, Kalau

pun pesta kematian yang akan dipilih adalah pa'pandanan sesuai
strata sosialnya (fana bulawan) maka butuh waktu 1 tahun lebik
untuk menunggu adanya proses pembagian harta warisan karena
pembagian harta warisan tersebut juga harus menunggu pesta
pangaroan yaitu salah satu rangkaian upacara kematian yang
menurut pandangan aluk fodolo menjadi penentu dari proses

peralihan arwah orang mati menuju ke puya. Dalam upacara |,

mayat yang telah dikubur dan sudah melalui pesta kematian

dikeluarkan untuk dikumpulkan di suaty fempat tertentu untuk

diupacarakan secara khusus dan setelah melalui pesta pangaroan

a dapat melaksanakan pembagian haria

ini maka pihak keluarg
ta
warisan. Namun, apabila ia dari golongan hamba maka pes

i ktu satu hari
penguburannya hanya dilaksanakan dalam jangka wa
kukan pembagian warisan. Pembagian

dan setelah itu bisa dila
m h-E’I'Itl.ll'E mua}"m

i akan dihadiri oleh :

rah atau

&7



a. Tokoh adat atau tokoh Masyarakat

b. Kepala desa atau kepala dusyn

¢. pihak keluarga

Pada musyawarah ini, tokoh adat atau tokoh mag ka
yarakat

adaiah orang pertama dalam istilah masyarakat disana “membuk
uka

kata” atau memulai i
pembicaraan, tokoh adat atau tokah masyarakat

akan menanyak i
yakan bagaimana kesepakatan keluarga dalam hal
pembagian harta warisan, apakah warisan ini tetap dibagi rata
sesuai dengan Situranni yaitu pembagian harta warisan yang
ditujukan bagi ahli waris yang memang merupakan kefurunan dari
pewaris dan berhak terhadap harta warisan tersebul atau
pembagiannya berdasarkan karofosan yakni pembagian harta

warisan berdasarkan pengorbanan tanpa memperhatikan lagi

apakah ia anak kandung, anak firi, anak angkat dari pewaris atau

bukan karena pembagian harta wanisan ini memang diperuntukkan
bagi setiap orang yang melakukan pengorbanan pada saat pesta

jumnlah harta warisan Yyang diterima pun

kematian pewaris dan

pengnrbanﬂn yang dilakukan

pula harta warisan yang akan didapatkan.

berbeda karena semakin banyak

maka semakin besar _
amang sudah mulal

ini M
Pembagian perdasarkan karofosan |

sudah meninggalka

dan mulai dipengaruhi .



pendidikan masyarakat gi daerah |
W yang mula |
arkamhang dan

o ) sisiem Karotosan ini,
etapi pada masyarakat di Desy
Mesewe sistem ini
M tetap

diberlakukan

kﬂﬂﬂik"kunﬂik 'I-Ifang I]ITItIUE Ek.ibat hmah.lJﬂ]fﬂ

bahkan biasanya ketug adat yang biasa dihadirkan di

daerah itu dalam pembagian warisan, tidak akan bertanya lagi

tentang sistem yang akan digunakan karena otomatis mereka

menggunakan  sistem  pembagian  warisan berdasarkan
pengorbanan sesuai dengan ajaran agama aluk fodolo yang
mereka percayal yang merupakan bagian dari upacara kematian
(rambu solo). Menurut R. Paipinan bahwa sebenarya kebiasaan
untuk menanyakan bentuk pembagian harta wanrisan baru mulai

diberlakukan karena adanya pergeseran dalam hal sistem

pembagian harta warisan dimana masyarakat disana sudah mulai

mengubah cara pikirnya dalam membagi harta warisan dengan cara

pembagian rata berdasarkan sifuranm yakni pembagian rata sesual

an dari
dengan ahli waris yang sah atau yand merupakan keturun

pewaris.* .
Sistem kewarisan Karofosan mulai tidak diperlakukan di
ya ada satu daerah yang

n
desa di Kecamatan Nosu. Namun. ha

tidak menggunakan gistem lain hanya
k

mempertahankan untu

sistem karotosan yakni Desd

— )

mel 2010.
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satunya  desa  di Kecamatan
MDEU '.'I"&Tbg ;
hampir - semug

masyarakatnya masih menganyt agama aluk todolp
walaupun

biasanya, ketua adat sudah memberikan tawaran untuk si
sistem

pembagian sifuranni tetapi masyarakat disana tetap akan memilih
i

pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan,

Apabila sudah disepakati adanya sistem pembagian harta
warisan yang akan digunakan maka akan dibicarakan utang piutang
pewaris, kalau pewaris memiliki utang maka harta pewaris yang
belum dibagi tersebut akan dipisahkan lebih dulu dengan harta lain
untuk membayar utang-utang pewaris tersebut dan jika ada yang
lidak memberitahukan sebelumnya atau saat beriangsungnys

musyawarah tersebut bahwa pewaris pernah memiliki utang maka

itu tidak bisa dibicarakan ulang lagi setelan selesainya musyawarah

tersebut. Apabila pewaris sandiri sudah tidak memiliki harta untuk

| war ak-
dapat membayar utangnya maka ahli waris yang merupakan an

enanggung utang pewaris dan

anak kandung dari pewaris akan m

i isan
setelah iU dibicarakan pemnagaan harta wan

itu pun dibagi rata,

pakatan qwal. Apabila berdasarkan

pewaris sesua dengan kese |
. iah harta wansan yan

pengorbanan ahli waris, maka

terima oleh ahli waris

yang diberikannya pada saat

: mberikan |
ahli waris yangd tidak me " didasamﬂn i -

1 amun.
mendapatian harta warisa" N



maka pembagian harta warisan it axan dibagi ray
ak
ahli waris. e

. EEljam.a pesta kematian pewaris Catatan tentang pengorbanan
ahli waris juga sebenanya dicatat oleh tokoh adat yang dituakan
dan pada saat ada musyawarah, maka in; dapat diperiihatkan
kepada sefiap pihak keluarga sebagai bukti akan adanya
pengorbanan tersebut dan menjadi acuan untuk menghitung jumiah
pengorbanan dan harta yang akan diterima oleh mereka yang
melakukan pengorbanan. Selain catatan ity mempengaruhi
pembagian harta warisan, catatan itu juga sebenamya
mempengaruhi utang yang akan ditanggung oleh para anak pewaris
karena bila ada keluarga yang pada saat kematan pEaE e

membawa hewan sebagai bentuk pengorbanan (pawal mala)

namun tidak bermaksud untuk mengambil harta tapi dijadikan

sebagai utang yang biasanya ditujukan kepada :

i 5
1) Semua ahli waris atau anak — anak pewan

uarga pewaris

pewaris atau salah safu kel
ua ahli waris

2) Salah satu anak

o =
Apabila pengorbanan ity ditujukan kepada se

a

sebagai utang M pﬂmﬂh - Y

hewan pada s
anak pewaris wajib U

kematiannya dengan mend "



dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun, jika pengorbanan

itu ditujukan untuk saty Orang maka orang itu sendiri pula yang

akan menanggung utang tersebut.

Pembagian harta warisan ini bisa dilaksanakan apabila si
pasangan dar si suami atau si isti dari pewaris juga sudah
meninggal dunia. Apabila istri atau suami si pewaris masih hidup
maka ahli waris harus rela menunggu adanya musyawarah
pembagian harta warisan tersebut sampai meninggalnya suami
atau istri pewaris tersebut. Namun, apabila sl pewaris ternyata
pernah menikah lebih dari sekali dan salah satu pasangannya
sudah ada yang meninggal dunia dan ia memiliki keturunan dari si

istri yang meninggal maka harta itu dapat dibagi.

C. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris dalam Sistem Kewarisan

Karotosan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten
Mamasa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mosu

Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Mesewe penulis dapat

menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi

seseorang yang tidak mendapatkan apa ya
harta warisan berdasarkan pengorbanan

ng menjadi haknya karena

adanya pembagian

(karotosan) pada dasamya fidak ada karena biasanya hanya berupa

upaya perdamaian  itupun bila terjadi konfik. Pada dasamya

I



pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan itu merupakan

suatu kesepakatan bersama dari pihak keluarga dan merupakan adat
istiadat yang diberlakukan di daerah itu. Bahkan menurut Pattolangi
selaku kepala dusun setempat, ia sendiri tidak menyetujui akan hal ini
karena ia menyadari bahwa sesungguhnya ada ketidakadilan dalam
sistem pembagian warisan berdasarkan karofosan bahkan tidak jarang
melahirkan permusuhan diantara keluarga namun karena merupakan
suatu tradisi jadi tetap harus dihormati sebagal aturan adat yang
berlaku dari generasi ke generasi.

Pandangan masyarakat di Kecamatan Nosu khususnya Kelurahan
Nosu mengatakan bahwa setiap orang yang menyepakati pembagian
warisan berdasarkan pengorbanan (karofosan) tidak dapat menuntut
apapun karena sebelum adanya pembicaraan tentang pembagian
harta warisan tokoh adat atau tokoh masyarakat menanyakan terlebih
dahulu kepada pihak keluarga bagaimana pembagian harta warisan
yang disepakati, kecuali daerah Mesewe yang belum mengalami
perubahan apapun tentang adat istiadatnya, maka akan tetap
menjalankan pembagian harta warisan berdasarkan tradisi turun

temurun yang selalu dijalankan tanpa periu menanyakannya lagi ke

pihak keluarga karena meyakini bahwa pihak keluarga tetap akan

menjalankan aturan hukum adat yang selalu diberlakukan di Desa

Mesewe tersebut.
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Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan dari 6 hasil
kuisioner yang diisi oleh masyarakat di kecamatan Nosu khususnya di
Desa Mesewe menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang
didasarkan pada karctosan merupakan suatu sistem pembagian harta
warisan yang adil dimana keadilan itu dinilai dari harta warisan yang
diterima oleh ahli waris sesuai dengan apa yang seharusnya ia terima
berdasarkan pengorbanan yang sudah dilakukannya. Walaupun ada
beberapa diantara mereka yang juga merupakan responden penulis
pernah membagi harta warisan orang tuanya berdasarkan karofosan
dan justru mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya tapi
bagi mereka itu tetap sebagai sebuah keadilan karena pada dasarnya
mereka memang tidak mengorbankan apa-apa pada saat pesta
kernatian pewaris atau hanya mengorbankan sedikit dari harta warisan
yang mereka miliki. Masyarakat di Desa Mesewe menganggap itulah
keadilan dimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya
sesuai dengan apa yang sudah mereka korbankan pada saat pesta
kematian pewarls, bahkan dari hasil wawancara dengan Tangnga
selaku kepala Desa Mesewe penulis mendapatkan informasi bahwa

tidak pernah ada satu pun masyarakat yang pernah menuntut adanya

ketidakadilan dari pembagian harta warisan berdasarkan karotosan

tersebut. Kalaupun ada konflik yang terjadi biasanya hanya terjadi di

Kelurahan Nosu dan beberapa desa-desa lain dan tidak dengan Desa
u

Mesewe. Namun biasanya bila dalam pembicaraan tentang harta

74



warsan itu ada salah saty pihak keluarga terdekat yang juga
merupakan anak kandung pewaris namun tidak mendapatkan sedikit
pun harta warisan dari pewaris maka tokoh adat atau tokoh masyarakat
yang ada disitu berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan
kepada pihak-pihak keluarga yang mendapatkan harta warisan untuk
juga menunjukkan rasa kasihannya kepada pihak keluarga yang sama
sekali tidak mendapatkan harta warisan pewaris,

Berbeda dengan Desa Mesewe, hasil penelitian penulis di
Kelurahan Nosu yang sudah mengalami pergeseran akan adat istiadat
yang pernah diyakininya, Pattolangi sebagai kepala dusun mengatakan
sendiri bahwa sejak adanya perubahan akan istiadat di daerah tersebut
terutama dalam hal pembagian harta warisan maka disitulah juga mulai
bermunculan konflik-konfiilk keluarga akan sistem yang digunakan
terutama dalam pembagian harta warisan, awalnya tokoh adat
setempat yang mengetahui adanya konflik tersebut berusaha
memberikan perlindungan berupa musyawarah dengan para pihak
keluarga dengan proses pendamaian diantara pihak-pihak yang
bertikai, Namun, bila pihak keluarga tidak dapat mencapal kesepakatan

melalui musyawarah itu maka pihak keluarga dapat membicarakannya

dengan kepala dusun dan bila kepala dusun juga fidak dapat

' i i kantor desa dan bila
menyelesaikannya maka akan diselesaikan di ka

L] Tﬂﬂﬂmanwwmm' E? mH E{HH.
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tetap tidak mencapai kesepakatan maka pihak yang bertikai bisa

membicarakannya dengan camat setempat dan bersama-sarma
memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut Sejak adanya konflik-
konflik ini masyarakat dan pemerintah setempat pun mulai mengubah
proses pembagian harta warisan secara sifuranni atau merata sesuai
dengan ahli waris yang sah dari pewaris, walaupun tidak jarang ada
luga masyarakat yang masih melakukan pembagian harta warisan
berdasarkan karofosan namun itu pun tetap menjadi sebuah
kesepakatan bersama. Pembagian tersebut biasanya dilakukan apabila
si pewaris tidak memiliki anak (tamanan’).*

Apabila kita melihat dari preses perlindungan hukum di Indonesia,
maka sesungguhnya bagi setiap orang yang tidak mendapatkan apa
yang menjadi haknya dapat melakukan penuntutan dan dalam hal
penuntutan maka ia dapat menempuh jalur hukum dimana hukum
Indonesia akan memberikan perlindungan hukum untuk  setiap
penyelesaian masalah yang terkait dengan waris di Indonesia yang
mempunyai dua alternatif pilihan.Yang pertama Pengadilan Negeri
p KUHPerdata atau hukum BW (Burgeriiji

yang mempe rgunakan prinsi

Wetboek), dan yang kedua adalah Pengadilan Agama Yyang

menggunakan prinsip hukum waris Islam yang dikodifikasi dalam

kompilasi hukum |skam.

4 pattolangi, Wawancara, 26 mei 2010,
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Hukum di Indonesia memberikan kebebasan memiiih pengadilan
mana diantara kedua badan peradilan tersebut yang akan dijadikan
sebagai badan penyelesaian masalah kewarisan, Sebaiknya bagi
setiap para ahli waris harus segera mengurus pembagian harta
warisannya setelah si pewaris meninggal. Jika mereka ingin
diselesaikan secara agama maka pergi ke Pengadilan Agama, dan
apabila ingin dilaksanakan dengan KUHPerdata maka pergi ke

Pengadilan Negeri.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem kewarisan karofosan adalah merupakan sistem
kewarisan adat yang didasarkan pada pengorbanan berupa
pemotongan hewan yang dilakukan pada saat pesta kematian
pewars. Besar kecilnya harta warisan yang akan diterima
- tergantung pada jumiah hewan yang dikorbankan, semakin banyak
pengorbanannya maka semakin besar pula harta yang akan
diterima. Dalam sistem kewarisan karofosan yang merupakan ahli
waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah
seseorang yang melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian
pewarls. Sistem kewarisan karofosan ini muncul disebabkan
adanya pengaruh agama aluk fodolo dan strata sosial yang masih
dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Nosu khususnya di Desa
Mesewe.
2 Perlindungan hukum bagi seseorang yang tidak mendapatkan
haknya karena beriakunya sistem kewarisan karotosan sama sekall
tidak ada. Perlindungan yang diperikan hanya berupa upaya
bila ada masyarakat yang bersengketa karena

pardamaiar't

diberlakukannya sistem kewarisan tersebut.
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B. Saran

1. Adanya kesepakatan dari pihak keluarga dalam proses pembagian
harta warisan tentang sistem kewarisan yang akan diberlakukan
agar nantinya harta warisan yang diterima oleh masing-masing
pihak keluarga tidak menimbulkan sengketa melainkan melahirkan
rasa keadilan diantara para ahli waris.

2. Adanya perhatian pemerintah setempat dalam hal proses
pembagian harta warisan dimana kehadiran pemerintah setempat
dalam  setiap musyawarah pembagian harta  warisan
(ma'kombongan) sangat diperlukan dan peran pemerintah setempat
dalam hal membukakan kepada masyarakat tentang sistem
pembagian harta warisan yang benar sangat penting, agar supaya
hukum yang terbentuk sesuai rasa keadilan dan kesadaran hukum

dari masyarakat.
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Mamasa, 21 Mei 2010
Nomor @ O70MM4/BKBPLVE20M0 Kepada
Lampiran
= N—— & iy
Tempai

Berdasarkan surat dari  Universitas  Hasanuddin, Fakulias Hukum, Nomor
3313MH4.7 3/PL.0620101 tanggal 10 Mei 2010 tentang Permintaan Izin Melaksanakan Peneliian, maka
dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini ;

Nama . ELVIANA ELYAS

No. Pokok : B11106 145

Program Studi . Hmu Hukum

Alamat : JI. Inspeksi PAM No.7 B Lr. | Makassar

Bermaksud mengadakan Penelifian pada Instansi Bapak dalam rangka Penulisan
Skripsi dengan masalah yang ditefii “ TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN "KAROTOSAN"
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NOSL KABUPATEN MAMASA®,
Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapal menyetujui kegiatan tersebut dengan
ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor
kepada Bupali cg. Kepala Badan Kesbang Polifik dan Linmas Kabupaten Mamasa

2 Penelifian tidak menyimpang izin penelitian

3. Mentaati semua perundang-undangan yang herlaku dan adat istiadat daerah setempat

4, Hmpmmmﬂﬁamlwmwhﬂpﬂﬁﬁmmﬂmimwwm
Keshang politik dan Linmas Kab. Mamasa

Demikiankah surat rekomendasi / lzin Penelitian ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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KUISIONER PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN KAROTOSAN MENURUT

HUKUM ADAT Di KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA

I. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nomor Responden
Nama

Umur

oo B

Jenis Kelamin

Il. PERTANYAAN PENELITIAN
A. Identitas Khusus Responden
1. Sudah berapa lama anda bertempat tinggal di daerah ini ?
a. Sejak lahir
b, 20-50 tahun
¢. Lebih dari 50 tahun
2 pernahkah anda mendengar tentang Karotosan ?
aYa b. Tidak
tentang karotosan, jelaskan apa

3. Jika anda pernah mendengar

yang anda pahami tentang karofosan 7



4. Pernahkah anda mendapatkan harta warisan berdasarkan
pengorbanan yang anda lakukan ( pemotongan hewan) pada
saat pesta kematian ?

a. Pernah b. Tidak pernah

5. Pernahkah anda mendapatkan harta warisan dari pewaris,
walaupun anda tidak melakukan pengorbanan (pemotongan
hewan} pada saat pesta kematian pewaris?
a.permah b.Tidak pernah

6. Pernahkah Anda tidak mendapatkan harta warisan apapun,
karena anda tidak melakukan pengorbanan, padahal anda
sesungguhnya adalah ali waris dari pewaris 7
a.pernah b.Tidak pemah?

7. Pernankah anda mendapatkan harta warisan kKarena anda
menggantikan posisi ahli waris dalam melakukan pengorbanan
(pemotongan hewan) pada saat kematian pewars 7
a.pernah b.Tidak pernah

8 Menurut anda, pada saat pembagian harta warisan sebaiknya

harta tersebut dibagi berdasarkan 7

a. Pengorbanan

b. dibagl sama rata berdasarkan ahli waris yang sah dan tidak

mémn&hitIJngl-:an pengorbanan

9. Setujuhkah anda dengan pembagian harta warisan yang sama

rata berdasarkan jumiah ahli wans yang sah dar pewans fanpa



memperhitungkan pengorbanan (pematongan hewan) walaupun

anda sendiri sudah melakukan pengorbanan pada saat pesta

kematian pewaris 7

a. sefuju

b. Tidak setuju

10. Setujukah anda dengan pembagian harta warisan yang

diperhitungkan berdasarkan pengorbanan (pemotongan hewan
yang anda lakukan pada saat pesta kematian pewaris 7

a. sefuju

b. Tidak setuju
jelaskan alasannya @...............

11. jelaskan pemahaman anda tentang kata "adil” ?

12. Menurut anda apakah pembagian harta warisan yang didasarkan
pengorbanan yang anda lakukan pada saat kematian pewaris

adalah adil, alasannya ?

13. Jelaskan pandangan atau pendapat anda secara pribadi, jika
pembagian  harta warisan  berdasarkan  pengorbanan
(pemotongan hewan) pada saat kematian pewaris ftetap
diberlakukan sebagai aturan yang mengikat di daerah ini 7

jAWAD e
“Terima Kasih atas kejujuran anda "



